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ABSTRAK 
Pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis secara komparatif struktur dan 
kewenangan pemerintahan desa di Indonesia dengan sistem pemerintahan 
kampung di Negeri Perlis, Malaysia, serta merumuskan pembelajaran kebijakan 
yang relevan bagi penguatan tata kelola pemerintahan lokal. Pengabdian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan metode observasi lapangan, 
wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen 
regulasi dan kebijakan pemerintahan lokal di kedua negara. Lokasi Pengabdian 
meliputi tiga desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan tiga kampung di Negeri 
Perlis, Malaysia. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki 
kesamaan fungsi dasar sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pengelola 
urusan masyarakat lokal, namun berbeda secara mendasar dalam desain 
kelembagaan dan distribusi kewenangan. Desa di Indonesia memiliki struktur 
pemerintahan yang relatif lebih kompleks dengan pembagian fungsi eksekutif dan 
representatif serta tingkat otonomi fiskal dan regulatif yang lebih luas. Sebaliknya, 
sistem kampung di Malaysia menunjukkan struktur kelembagaan yang lebih 
sederhana dengan tingkat koordinasi administratif yang lebih terintegrasi dengan 
pemerintah daerah. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang 
berbeda dalam menyeimbangkan otonomi lokal dan integrasi pemerintahan. Studi 
ini menghasilkan tiga pembelajaran utama, yaitu pentingnya penguatan partisipasi 
masyarakat yang terstruktur, peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, 
dan keseimbangan antara otonomi fiskal dengan akuntabilitas kelembagaan. 
Temuan ini diharapkan menjadi dasar empiris bagi pengembangan kebijakan 
pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kampung, Desentralisasi, Tata Kelola 
Lokal, Studi Komparatif 
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PENDAHULUAN 
Pemerintahan lokal merupakan arena paling konkret tempat negara berinteraksi 

langsung dengan masyarakat. Pada level inilah kebijakan publik tidak lagi tampil 
sebagai abstraksi normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang membentuk kualitas 
kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu, struktur kelembagaan dan distribusi 
kewenangan pemerintahan lokal menjadi faktor strategis dalam menentukan efektivitas 
pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka negara modern yang semakin 
menekankan desentralisasi dan tata kelola partisipatif, studi mengenai pemerintahan 
lokal tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai 
refleksi dari konfigurasi politik, hukum, dan institusional suatu negara. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara eksplisit menempatkan desa 
sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kedudukan hukum dan kewenangan 
otonom. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara 
memberikan ruang yang relatif luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal 
berskala desa. Regulasi ini tidak hanya menegaskan posisi desa sebagai unit 
administratif, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki otoritas dalam 
pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pembentukan regulasi lokal. 
Dengan desain kelembagaan tersebut, desa di Indonesia berfungsi sebagai locus 
desentralisasi fiskal, administratif, sekaligus politik dalam skala lokal. 

Model tersebut berbeda secara mendasar dengan sistem pemerintahan kampung 
di Malaysia. Dalam struktur pemerintahan Malaysia, kampung tidak diposisikan sebagai 
entitas pemerintahan otonom yang memiliki kewenangan regulatif mandiri. 
Pengelolaan kampung berada dalam kerangka administrasi pemerintahan lokal yang 
lebih terpusat, dengan fungsi koordinatif yang kuat antara pemimpin kampung dan 
otoritas pemerintah daerah. Kerangka hukum seperti Local Government Act 1976 
menempatkan pemerintahan lokal sebagai bagian dari sistem administrasi negara yang 
terintegrasi secara hierarkis. Dalam praktiknya, pengelolaan kampung dilaksanakan 
melalui struktur kepemimpinan lokal seperti Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan 
Kampung (JKKK) yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan 
pemerintah daerah, terutama dalam implementasi program pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Perbedaan desain kelembagaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks 
historis dan politik pembentukan sistem pemerintahan lokal di masing-masing negara. 
Indonesia mengembangkan model desentralisasi yang relatif kuat pascareformasi, 
dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, 
serta mempercepat pembangunan berbasis komunitas (Rondinelli, 1981). Sementara 
itu, Malaysia mengembangkan sistem administrasi lokal yang lebih terkoordinasi secara 
vertikal, dengan penekanan pada stabilitas kebijakan dan integrasi program 
pembangunan nasional hingga tingkat komunitas (Government of Malaysia, 2026). 
Perbedaan orientasi ini mencerminkan pilihan kebijakan publik yang berbeda dalam 
menyeimbangkan otonomi lokal dan kontrol administratif negara. 

Dalam perspektif teoretis, perbedaan tersebut dapat dipahami melalui kerangka 
desentralisasi dan tata kelola lokal. Teori desentralisasi menekankan bahwa distribusi 
kewenangan antar tingkat pemerintahan akan memengaruhi kapasitas pemerintahan 
lokal dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif (Falleti, 2010). Sementara 
itu, pendekatan local governance melihat pemerintahan lokal sebagai arena interaksi 
antara aktor negara, masyarakat, dan institusi sosial yang membentuk jaringan 
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kekuasaan dan partisipasi (Stoker, 1998). Pada saat yang sama, perspektif institusional 
menegaskan bahwa struktur formal dan aturan kelembagaan akan membentuk pola 
perilaku aktor pemerintahan serta menentukan kualitas kinerja administrasi publik 
(North, 1990). Dengan demikian, perbedaan desain institusional antara desa di 
Indonesia dan kampung di Malaysia berpotensi menghasilkan pola tata kelola, 
mekanisme partisipasi, serta dinamika pembangunan lokal yang berbeda pula. 

Sejumlah Pengabdian empiris menunjukkan bahwa kualitas tata kelola desa 
sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, transparansi pengelolaan keuangan, 
dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Fadilah & 
Wijayanto, 2025). Di sisi lain, studi mengenai komunitas kampung di Malaysia 
menekankan pentingnya koordinasi administratif dan kohesi sosial dalam menjaga 
keberlanjutan pembangunan komunitas lokal (Samsudin et al., 2020). Temuan-temuan 
tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model pemerintahan lokal yang 
sepenuhnya superior, melainkan setiap sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan 
yang dibentuk oleh konfigurasi institusionalnya masing-masing. 

Dalam konteks tersebut, pendekatan komparatif menjadi penting untuk 
memahami bagaimana variasi desain kelembagaan menghasilkan praktik tata kelola 
yang berbeda. Perbandingan antara sistem desa di Indonesia dan sistem kampung di 
Negeri Perlis, Malaysia, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi praktik 
terbaik, menguji efektivitas distribusi kewenangan, serta mengevaluasi mekanisme 
koordinasi antar tingkat pemerintahan. Studi komparatif tidak hanya berfungsi sebagai 
alat analisis akademik, tetapi juga sebagai sarana refleksi kebijakan untuk memperbaiki 
kualitas tata kelola pemerintahan lokal secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini diarahkan untuk menghasilkan 
pemahaman empiris dan normatif mengenai struktur dan kewenangan pemerintahan 
lokal dalam dua sistem yang berbeda. Melalui observasi lapangan, wawancara dengan 
pemangku kepentingan, dan analisis dokumen regulasi, studi ini berupaya 
mengidentifikasi titik temu dan perbedaan mendasar antara kedua model 
pemerintahan lokal, sekaligus merumuskan pembelajaran yang relevan bagi penguatan 
tata kelola desa di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan 
kontribusi akademik dalam kajian pemerintahan lokal komparatif, tetapi juga 
menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam 
pengembangan kebijakan pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan 
berkelanjutan. 

Pengabdian masyarakat ini dirancang tidak semata sebagai kegiatan 
observasional, melainkan sebagai proses refleksi empiris dan normatif terhadap desain 
kelembagaan pemerintahan lokal dalam dua sistem yang berbeda. Fokus utamanya 
adalah memahami bagaimana struktur organisasi, distribusi kewenangan, dan pola 
relasi antar tingkat pemerintahan membentuk praktik tata kelola di tingkat komunitas. 
Dalam konteks ini, tujuan pengabdian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman 
komparatif yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif bagi 
penguatan sistem pemerintahan desa di Indonesia. 

Pertama, pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis 
struktur organisasi pemerintahan desa di Indonesia dan struktur pemerintahan 
kampung di Negeri Perlis, Malaysia. Identifikasi ini tidak hanya mencakup komposisi 
kelembagaan formal, tetapi juga pola hubungan kerja antar aktor lokal, mekanisme 
koordinasi dengan pemerintah daerah, serta peran lembaga representatif masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami konfigurasi institusional 
tersebut, Pengabdian dapat menilai bagaimana desain kelembagaan memengaruhi 
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kapasitas pemerintahan lokal dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan 
pembangunan komunitas. 

Kedua, pengabdian ini bertujuan menganalisis secara komparatif persamaan dan 
perbedaan kewenangan pemerintahan lokal dalam kedua sistem. Analisis ini mencakup 
aspek kewenangan regulatif, administratif, dan fiskal, termasuk ruang otonomi dalam 
perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pembentukan kebijakan lokal. 
Perbandingan ini penting untuk menilai sejauh mana distribusi kewenangan 
memengaruhi fleksibilitas pemerintah lokal dalam merespons kebutuhan masyarakat 
serta bagaimana mekanisme kontrol administratif negara membentuk praktik tata 
kelola di tingkat komunitas. Pendekatan ini sekaligus memungkinkan evaluasi terhadap 
keseimbangan antara otonomi lokal dan integrasi kebijakan nasional dalam masing-
masing sistem pemerintahan. 

Ketiga, pengabdian ini bertujuan merumuskan pembelajaran kebijakan (policy 
learning) yang dapat diimplementasikan dalam penguatan tata kelola pemerintahan 
desa di Indonesia. Pembelajaran tersebut diharapkan tidak bersifat normatif semata, 
tetapi berbasis pada temuan empiris mengenai praktik terbaik yang berkembang dalam 
kedua sistem. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi mekanisme kelembagaan, pola 
koordinasi pemerintahan, dan bentuk partisipasi masyarakat yang terbukti efektif 
dalam mendukung pembangunan komunitas lokal. Dengan demikian, rekomendasi yang 
dihasilkan dapat berfungsi sebagai referensi praktis bagi pemerintah daerah, pemimpin 
desa, serta pemangku kepentingan pembangunan lokal dalam merancang strategi 
penguatan kelembagaan desa yang lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, tujuan pengabdian ini diarahkan untuk menghasilkan 
kontribusi ganda, yakni kontribusi akademik berupa pengayaan kajian komparatif 
pemerintahan lokal lintas negara, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi 
kebijakan yang relevan bagi pengembangan sistem tata kelola desa di Indonesia. 
Pendekatan komparatif yang digunakan diharapkan mampu membuka ruang refleksi 
kritis terhadap praktik pemerintahan lokal yang ada, sekaligus memperluas horizon 
pembelajaran institusional dalam pengelolaan pemerintahan berbasis komunitas di 
tingkat akar rumput. 
 
METODE 

Metodologi pelaksanaan pengabdian ini dirancang untuk menghasilkan 
pemahaman empiris yang komprehensif mengenai struktur kelembagaan dan 
kewenangan pemerintahan lokal dalam dua sistem yang berbeda, yaitu desa di 
Indonesia dan kampung di Negeri Perlis, Malaysia. Pendekatan yang digunakan bersifat 
kualitatif komparatif dengan orientasi eksploratif-analitis, yaitu menelaah secara 
mendalam karakteristik institusional, praktik tata kelola, serta dinamika hubungan 
antara pemerintah lokal dan masyarakat dalam konteks sosial yang berbeda. Pilihan 
pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintahan lokal tidak hanya 
merupakan konstruksi hukum formal, tetapi juga praktik sosial yang terbentuk melalui 
interaksi aktor, norma kelembagaan, dan pengalaman historis komunitas. 

Secara epistemologis, Pengabdian ini memadukan analisis institusional dan studi 
komparatif lintas konteks. Analisis institusional digunakan untuk memahami 
bagaimana aturan formal, struktur organisasi, dan distribusi kewenangan membentuk 
perilaku aktor pemerintahan lokal. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan 
untuk mengidentifikasi pola persamaan dan perbedaan yang muncul dari konfigurasi 
kelembagaan yang berbeda. Dengan demikian, metodologi Pengabdian tidak hanya 
berfungsi menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga menjelaskan hubungan antara 
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desain kelembagaan dan praktik tata kelola pemerintahan lokal. 
Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang mencakup 

observasi lapangan, wawancara mendalam, serta analisis dokumen regulasi dan 
kebijakan. Triangulasi ini bertujuan meningkatkan validitas temuan dengan 
membandingkan berbagai sumber data, sekaligus memungkinkan peneliti menangkap 
dimensi formal dan informal dari praktik pemerintahan lokal. Data empiris yang 
diperoleh kemudian dianalisis melalui proses kategorisasi tematik dan perbandingan 
lintas kasus untuk mengidentifikasi pola kelembagaan, mekanisme pengambilan 
keputusan, serta model koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam masing-masing 
sistem. 
 
Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang 
secara berurutan dan saling terkait, mulai dari persiapan konseptual hingga diseminasi 
hasil kepada pemangku kepentingan lokal. 

Tahap persiapan difokuskan pada penguatan kerangka konseptual dan kesiapan 
teknis Pengabdian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder berupa 
regulasi pemerintahan lokal, literatur akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan 
dengan pengelolaan desa dan kampung. Selain itu, disusun instrumen Pengabdian yang 
meliputi pedoman wawancara, format observasi kelembagaan, dan kerangka analisis 
komparatif. Tahap ini juga mencakup koordinasi administratif dengan pemerintah 
daerah dan pemimpin komunitas setempat untuk memastikan kelancaran akses 
lapangan. 

Tahap pengumpulan data lapangan dilakukan melalui observasi langsung 
terhadap praktik pemerintahan lokal di lokasi Pengabdian. Observasi diarahkan pada 
struktur organisasi, mekanisme pelayanan publik, proses perencanaan pembangunan, 
serta interaksi antara pemerintah lokal dan masyarakat. Wawancara mendalam 
dilakukan dengan kepala desa atau ketua kampung, anggota lembaga pemerintahan 
lokal, serta perwakilan masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik 
pengambilan keputusan, pengelolaan kewenangan, dan dinamika partisipasi komunitas. 
Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap laporan kinerja, program 
pembangunan, serta regulasi lokal yang berlaku. 

Tahap analisis data dan pembahasan dilakukan secara simultan dengan proses 
pengumpulan data, sejalan dengan karakter Pengabdian kualitatif yang memungkinkan 
interpretasi berkembang secara bertahap. Data yang diperoleh diklasifikasikan 
berdasarkan kategori analisis utama, yaitu struktur kelembagaan, distribusi 
kewenangan, dan pola koordinasi pemerintahan. Selanjutnya dilakukan perbandingan 
lintas kasus untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor kontekstual 
yang memengaruhi praktik tata kelola di masing-masing sistem. 

Tahap diseminasi dan pendampingan diarahkan pada transfer pengetahuan 
kepada pemangku kepentingan lokal. Hasil studi dipresentasikan dalam forum diskusi 
dan lokakarya bersama pemerintah desa, aparat daerah, dan perwakilan masyarakat. 
Selain penyampaian temuan, kegiatan ini juga mencakup diskusi reflektif mengenai 
kemungkinan implementasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari studi 
komparatif. Pendampingan dilakukan untuk mendukung pemahaman praktis mengenai 
penguatan tata kelola kelembagaan desa. 
 
Subjek dan Lokasi Studi 

Subjek Pengabdian mencakup aktor pemerintahan lokal dan masyarakat yang 
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terlibat langsung dalam praktik tata kelola komunitas. Pemilihan subjek dilakukan 
secara purposif, dengan mempertimbangkan posisi kelembagaan, pengalaman dalam 
pengelolaan pemerintahan lokal, serta keterlibatan dalam proses pembangunan 
komunitas. 

Lokasi Pengabdian dipilih berdasarkan pertimbangan representativitas 
karakteristik pemerintahan lokal dan aksesibilitas lapangan. Di Indonesia, Pengabdian 
dilaksanakan pada tiga desa di Kabupaten Bandung, yaitu Desa Cikareo, Desa Sukamaju, 
dan Desa Pamulihan. Ketiga desa tersebut dipilih karena memiliki struktur 
pemerintahan desa yang aktif, program pembangunan yang berjalan, serta dinamika 
partisipasi masyarakat yang dapat diamati secara empiris. 

Di Malaysia, Pengabdian dilaksanakan pada tiga kampung di Negeri Perlis, yaitu 
Kampung Kubang Gajah, Kampung Arau, dan Kampung Kangar. Lokasi ini dipilih karena 
merepresentasikan praktik pemerintahan kampung dalam sistem administrasi lokal 
Malaysia, dengan keberadaan struktur kepemimpinan kampung dan mekanisme 
koordinasi dengan pemerintah daerah. 
 
Alat dan Sumber Data 

Pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen Pengabdian yang dirancang 
untuk menangkap dimensi kelembagaan dan praktik tata kelola secara komprehensif. 
Instrumen tersebut meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur yang 
memungkinkan eksplorasi pengalaman dan perspektif aktor lokal, lembar observasi 
untuk mencatat struktur organisasi dan aktivitas pemerintahan, serta format 
dokumentasi untuk menelaah regulasi dan laporan kebijakan. 

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
dokumen peraturan perundang-undangan, laporan kinerja pemerintahan lokal, 
publikasi akademik, serta dokumen kebijakan pembangunan komunitas. Kombinasi 
sumber data ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menggambarkan praktik 
empiris, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka regulatif dan konseptual yang 
mendasarinya. 

Dengan desain metodologis tersebut, pengabdian ini diharapkan mampu 
menghasilkan pemahaman komparatif yang mendalam mengenai bagaimana struktur 
kelembagaan dan distribusi kewenangan membentuk praktik tata kelola pemerintahan 
lokal dalam dua konteks negara yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan analisis 
yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga eksplanatif, sehingga temuan yang dihasilkan 
dapat memberikan dasar yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang 
relevan dan aplikatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Struktur Pemerintahan 

Struktur pemerintahan lokal merupakan fondasi utama yang menentukan 
bagaimana kewenangan didistribusikan, keputusan diambil, dan pelayanan publik 
diselenggarakan di tingkat komunitas. Dalam konteks komparatif antara Indonesia dan 
Malaysia, perbedaan struktur pemerintahan desa dan kampung tidak sekadar 
mencerminkan variasi administratif, melainkan merepresentasikan pilihan desain 
kelembagaan yang berbeda dalam mengatur relasi antara negara dan masyarakat. 
Struktur organisasi bukan hanya perangkat teknis, tetapi merupakan manifestasi 
konkret dari prinsip desentralisasi, koordinasi birokrasi, serta pola partisipasi 
masyarakat yang dilembagakan dalam sistem pemerintahan lokal. 
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Di Indonesia, struktur pemerintahan desa dibentuk sebagai sistem kelembagaan 
yang memiliki karakter semi-otonom dengan distribusi fungsi yang relatif jelas antara 
unsur eksekutif dan representatif. Kepala desa berperan sebagai pemegang otoritas 
eksekutif, sekretaris desa sebagai pengelola administrasi pemerintahan, dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat yang memiliki 
fungsi deliberatif dan pengawasan. Desain ini secara normatif menempatkan desa 
sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip otonomi lokal dan pengakuan hak 
asal-usul. Struktur tersebut juga didukung oleh perangkat teknis yang menangani 
bidang pembangunan, kesejahteraan sosial, serta pelayanan masyarakat, yang secara 
operasional membentuk jaringan administrasi publik di tingkat komunitas. 

Keberadaan BPD dalam struktur pemerintahan desa Indonesia menunjukkan 
bahwa sistem kelembagaan desa tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga 
mengintegrasikan mekanisme representasi masyarakat dalam proses pemerintahan. 
Secara institusional, fungsi BPD mencerminkan prinsip local self-governance, yaitu 
adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan 
pengawasan kinerja pemerintah desa. Model ini menempatkan desa sebagai arena 
interaksi antara otoritas administratif dan legitimasi sosial, sehingga struktur 
kelembagaan desa tidak bersifat hierarkis semata, tetapi juga deliberatif (Cheema & 
Rondinelli, 1983). Pengabdian empiris menunjukkan bahwa keberadaan struktur 
representatif seperti BPD berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas tata kelola desa, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada 
kapasitas kelembagaan dan kualitas partisipasi masyarakat (Fadilah & Wijayanto, 
2025). 

Jika dilihat dari perspektif teori institusional, struktur pemerintahan desa 
Indonesia mencerminkan upaya pembentukan aturan formal yang bertujuan 
mengarahkan perilaku aktor pemerintahan lokal melalui mekanisme pembagian 
kewenangan dan fungsi pengawasan. Institusi formal seperti kepala desa dan BPD 
berfungsi sebagai “rules of the game” yang mengatur bagaimana keputusan publik 
diproduksi dan dilaksanakan (North, 1990). Dengan kata lain, struktur kelembagaan 
desa tidak hanya mengorganisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga membentuk 
pola interaksi kekuasaan di tingkat lokal, termasuk relasi antara pemerintah desa, 
masyarakat, dan pemerintah daerah. 

Berbeda dengan Indonesia, struktur pemerintahan kampung di Malaysia, 
khususnya di Negeri Perlis, menunjukkan karakter organisasi yang lebih administratif 
dan terintegrasi secara vertikal dengan sistem pemerintahan daerah. Kepemimpinan 
kampung berada di tangan Ketua Kampung yang didukung oleh Jawatankuasa 
Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), yang berfungsi sebagai lembaga 
koordinatif dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan urusan 
komunitas. Struktur ini tidak menempatkan kampung sebagai entitas pemerintahan 
otonom yang memiliki kewenangan regulatif mandiri, melainkan sebagai unit 
administratif yang berfungsi menghubungkan masyarakat dengan otoritas pemerintah 
daerah(Samsudin et al., 2020). Dengan demikian, relasi kelembagaan kampung lebih 
menekankan fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan dibandingkan fungsi 
legislasi lokal. 

Kerangka hukum pemerintahan lokal Malaysia menempatkan otoritas lokal dalam 
sistem yang relatif tersentralisasi secara administratif. Local Government Act 1976 
mengatur penyelenggaraan pemerintahan lokal dalam kerangka struktur yang 
terintegrasi dengan pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Dalam 
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konfigurasi ini, kepemimpinan kampung tidak berfungsi sebagai pusat pengambilan 
kebijakan mandiri, tetapi sebagai perpanjangan tangan administrasi negara dalam 
pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pola hubungan 
kelembagaan yang demikian menghasilkan struktur organisasi yang lebih sederhana, 
tetapi dengan jalur koordinasi birokrasi yang lebih kuat. 

Secara empiris, struktur JKKK berperan penting dalam memfasilitasi partisipasi 
masyarakat dan koordinasi program pembangunan di tingkat komunitas. JKKK menjadi 
forum utama yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah 
daerah, sekaligus menjadi mekanisme pengorganisasian kegiatan sosial dan 
pembangunan local (Ab Rahman et al., 2025). Dalam praktiknya, struktur ini 
memungkinkan integrasi kebijakan yang lebih konsisten antara tingkat lokal dan 
regional, meskipun ruang otonomi kelembagaan di tingkat kampung relatif terbatas 
dibandingkan dengan desa di Indonesia. 

Dari perspektif local governance, struktur pemerintahan kampung Malaysia 
mencerminkan model jaringan koordinatif yang menekankan hubungan kolaboratif 
antara aktor lokal dan otoritas negara. Governance tidak dipahami sebagai monopoli 
pemerintah lokal, tetapi sebagai proses interaksi antara lembaga administratif, 
komunitas, dan kebijakan nasional (Stoker, 1998). Struktur ini menempatkan kampung 
sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas, sehingga fungsi utamanya 
adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat komunitas. 

Perbandingan antara kedua sistem menunjukkan bahwa perbedaan struktur 
kelembagaan mencerminkan orientasi kebijakan yang berbeda dalam mengelola 
pemerintahan lokal. Indonesia mengembangkan struktur desa yang relatif kompleks 
dengan pembagian fungsi representatif dan eksekutif yang jelas, sejalan dengan model 
desentralisasi yang memberikan ruang otonomi lokal. Sebaliknya, Malaysia 
mengembangkan struktur kampung yang lebih sederhana namun terintegrasi secara 
administratif dengan pemerintah daerah, sejalan dengan pendekatan koordinasi 
vertikal dalam pengelolaan pembangunan komunitas. Perbedaan ini menunjukkan 
bahwa desain kelembagaan pemerintahan lokal tidak hanya dipengaruhi oleh 
kebutuhan administratif, tetapi juga oleh pilihan strategis negara dalam 
menyeimbangkan otonomi lokal dan integrasi kebijakan nasional (Falleti, 2010). 

Dengan demikian, struktur pemerintahan desa di Indonesia dan struktur 
pemerintahan kampung di Malaysia merepresentasikan dua model tata kelola lokal 
yang berbeda secara konseptual maupun operasional. Model Indonesia menekankan 
otonomi kelembagaan dan representasi masyarakat, sementara model Malaysia 
menekankan koordinasi administratif dan integrasi kebijakan. Perbedaan ini tidak 
semata menunjukkan keunggulan salah satu sistem, tetapi membuka ruang analisis 
mengenai bagaimana variasi desain kelembagaan menghasilkan pola tata kelola lokal 
yang berbeda dalam merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan 
komunitas. 
 
Kewenangan Pemerintahan 

Distribusi kewenangan merupakan elemen paling menentukan dalam 
membedakan karakter pemerintahan lokal antara desa di Indonesia dan kampung di 
Malaysia. Jika struktur kelembagaan menjelaskan bagaimana organisasi dibentuk, maka 
kewenangan menjelaskan apa yang secara nyata dapat dilakukan oleh lembaga 
tersebut. Dalam konteks pemerintahan lokal, kewenangan tidak hanya berkaitan 
dengan fungsi administratif, tetapi juga mencerminkan tingkat otonomi politik, 
kapasitas fiskal, serta ruang diskresi dalam merumuskan kebijakan pembangunan 
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komunitas. Dengan demikian, analisis kewenangan menjadi kunci untuk memahami 
sejauh mana pemerintah lokal mampu bertindak sebagai aktor pembangunan yang 
mandiri atau sekadar pelaksana kebijakan yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi. 

Dalam praktik empiris, baik desa di Indonesia maupun kampung di Malaysia 
memiliki sejumlah fungsi yang secara substantif serupa, terutama dalam pengelolaan 
urusan masyarakat lokal yang berskala langsung dan operasional. Kedua sistem 
menjalankan fungsi pelayanan publik dasar, seperti pengelolaan kebersihan lingkungan, 
pemeliharaan fasilitas umum skala komunitas, serta dukungan terhadap kegiatan sosial 
masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan karakter pemerintahan lokal sebagai 
unit pelayanan terdekat dengan warga, yang berperan menjaga keberlangsungan 
kehidupan sosial dan infrastruktur dasar komunitas. Dalam banyak kasus, pemerintah 
lokal menjadi mediator utama antara kebutuhan masyarakat dan program 
pembangunan yang dirancang oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi (Pratiwi et 
al., 2025). 

Kesamaan fungsi tersebut sejalan dengan karakter umum pemerintahan lokal di 
negara berkembang, di mana unit komunitas berfungsi sebagai pelaksana layanan 
publik berbasis kebutuhan langsung masyarakat. Dalam kerangka administrasi publik 
komparatif, unit pemerintahan lokal umumnya diberi tanggung jawab untuk mengelola 
urusan yang bersifat kontekstual dan spesifik wilayah, terutama yang berkaitan dengan 
pelayanan sosial, lingkungan permukiman, dan kegiatan komunitas (Heady, 2001). 
Dengan kata lain, meskipun tingkat otonomi formal berbeda, fungsi operasional 
pemerintahan lokal cenderung menunjukkan kesamaan karena kebutuhan dasar 
masyarakat bersifat universal. 

Namun demikian, perbedaan mendasar muncul ketika kewenangan dianalisis 
pada level regulatif dan fiskal. Desa di Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan untuk 
menghasilkan kebijakan lokal melalui pembentukan peraturan desa yang mengikat 
secara hukum di wilayahnya. Kewenangan regulatif ini memberikan ruang bagi 
pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakter sosial, ekonomi, dan 
budaya komunitas setempat. Selain itu, desa memiliki otoritas dalam mengelola sumber 
keuangan melalui mekanisme dana desa yang bersumber dari anggaran negara dan 
dialokasikan langsung kepada pemerintah desa.  Kombinasi kewenangan regulatif dan 
fiskal tersebut menempatkan desa sebagai aktor pemerintahan yang tidak hanya 
melaksanakan program, tetapi juga merancang arah pembangunan lokal secara 
mandiri. 

Kapasitas pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu indikator utama otonomi 
pemerintahan lokal di Indonesia. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa memiliki 
ruang untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, 
mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan 
layanan sosial. Pengabdian mengenai pengelolaan sistem keuangan desa menunjukkan 
bahwa otonomi fiskal memberikan fleksibilitas tinggi dalam perencanaan 
pembangunan, tetapi sekaligus menuntut kapasitas administrasi dan sistem 
akuntabilitas yang kuat (Nurmalinda & Firdaus, 2024). Dalam praktiknya, keberhasilan 
pengelolaan kewenangan fiskal sangat bergantung pada transparansi, kualitas 
perencanaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. 

Sebaliknya, sistem kewenangan kampung di Malaysia menunjukkan karakter yang 
lebih terbatas dalam hal regulasi dan pengelolaan sumber daya fiskal. Kepemimpinan 
kampung, melalui Ketua Kampung dan JKKK, berfungsi terutama sebagai pelaksana dan 
koordinator program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah atau 
pemerintah pusat. Kampung tidak memiliki kewenangan legislasi lokal yang mandiri, 
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dan pengelolaan anggaran pembangunan pada umumnya berada dalam kerangka 
program pemerintah yang lebih luas (Wirawan et al., 2023). Dengan demikian, 
kewenangan kampung lebih bersifat administratif dan implementatif dibandingkan 
dengan kewenangan desa di Indonesia yang bersifat regulatif dan fiskal. 

Keterbatasan kewenangan fiskal di tingkat kampung tidak berarti bahwa peran 
pemerintahan lokal menjadi tidak signifikan. Justru dalam sistem yang lebih terintegrasi 
secara administratif, koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi faktor utama 
dalam efektivitas pembangunan komunitas. Struktur kewenangan yang terpusat 
memungkinkan distribusi sumber daya pembangunan dilakukan secara lebih terkendali 
dan terkoordinasi, sehingga program pembangunan dapat dijalankan secara seragam 
dan terintegrasi dengan agenda nasional (Government of Malaysia, 2026). Model ini 
menekankan konsistensi kebijakan dan stabilitas administrasi sebagai prasyarat 
keberhasilan pembangunan wilayah. 

Dari perspektif teori desentralisasi, perbedaan tersebut mencerminkan dua model 
distribusi kewenangan yang berbeda. Indonesia menerapkan model devolusi yang 
memberikan kewenangan substantif kepada unit pemerintahan lokal untuk mengelola 
urusan pemerintahan dan sumber daya secara mandiri. Malaysia, sebaliknya, 
menerapkan model dekonsetrasi administratif di mana fungsi pelaksanaan kebijakan 
didelegasikan kepada unit lokal tanpa disertai kewenangan regulatif yang luas 
(Rondinelli, 1981). Kedua model tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap 
fleksibilitas kebijakan, kapasitas inovasi lokal, dan mekanisme kontrol administratif 
negara. 

Implikasi praktis dari perbedaan distribusi kewenangan tersebut terlihat dalam 
pola pengambilan keputusan pembangunan. Desa di Indonesia memiliki ruang lebih 
besar untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, yang 
berpotensi meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap kondisi masyarakat. 
Namun, tingkat otonomi yang tinggi juga meningkatkan kompleksitas pengelolaan 
administrasi dan pengawasan keuangan. Sebaliknya, kampung di Malaysia beroperasi 
dalam kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, sehingga koordinasi program 
pembangunan relatif lebih stabil, meskipun fleksibilitas adaptasi lokal menjadi lebih 
terbatas (Febrian et al., 2025). 

Dengan demikian, analisis kewenangan menunjukkan bahwa kedua sistem 
pemerintahan lokal memiliki orientasi yang berbeda dalam menyeimbangkan otonomi 
dan koordinasi administratif. Desa di Indonesia menekankan pemberdayaan lokal 
melalui kewenangan regulatif dan fiskal, sementara kampung di Malaysia menekankan 
integrasi kebijakan melalui koordinasi administratif yang kuat. Perbedaan ini tidak 
hanya menggambarkan variasi desain kelembagaan, tetapi juga mencerminkan strategi 
kebijakan negara dalam mengelola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, dan komunitas lokal dalam proses pembangunan. 
 
Pembelajaran yang Dapat Diambil 

Analisis komparatif terhadap struktur dan kewenangan pemerintahan desa di 
Indonesia dan sistem kampung di Negeri Perlis, Malaysia, menunjukkan bahwa kedua 
model tidak dapat diposisikan secara dikotomis sebagai sistem yang lebih unggul atau 
lebih lemah. Sebaliknya, masing-masing merepresentasikan konfigurasi kelembagaan 
yang dibentuk oleh pilihan kebijakan negara dalam mengelola hubungan antara 
otonomi lokal dan integrasi administratif. Oleh karena itu, pembelajaran yang dapat 
diambil bukanlah proses adopsi model secara langsung, melainkan proses refleksi 
institusional mengenai bagaimana elemen-elemen tertentu dari masing-masing sistem 
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dapat memperkaya praktik tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia. 
Pembelajaran pertama berkaitan dengan penguatan mekanisme partisipasi 

masyarakat dalam proses pemerintahan lokal. Meskipun desa di Indonesia secara 
formal memiliki lembaga representatif seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
efektivitas partisipasi masyarakat dalam praktik sering kali sangat bergantung pada 
kapasitas kelembagaan dan kualitas komunikasi antara pemerintah desa dan warga. 
Sebaliknya, dalam sistem kampung di Malaysia, peran Jawatankuasa Kemajuan dan 
Keselamatan Kampung (JKKK) menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat 
diorganisasi secara lebih terstruktur melalui forum koordinasi yang secara rutin 
menghubungkan aspirasi komunitas dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. 
Struktur ini memungkinkan partisipasi tidak hanya berlangsung pada tahap konsultatif, 
tetapi juga dalam tahap implementasi program pembangunan komunitas (Febrian et al., 
2025). 

Dari perspektif tata kelola lokal, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilembagakan secara formal, tetapi perlu 
dioperasionalkan melalui mekanisme koordinasi yang berkelanjutan dan berbasis 
praktik. Teori governance menekankan bahwa kualitas pemerintahan lokal sangat 
ditentukan oleh kemampuan membangun jaringan interaksi antara pemerintah dan 
masyarakat, bukan sekadar keberadaan struktur representatif (Bevir, 2011) Dengan 
demikian, penguatan partisipasi di desa Indonesia dapat diarahkan pada 
pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih sistematis antara 
pemerintah desa, lembaga representatif, dan masyarakat. 

Pembelajaran kedua berkaitan dengan koordinasi antar tingkat pemerintahan 
dalam pelaksanaan pembangunan lokal. Sistem kampung di Malaysia menunjukkan 
tingkat integrasi administratif yang relatif tinggi antara komunitas lokal dan 
pemerintah daerah. Struktur kewenangan yang terkoordinasi secara vertikal 
memungkinkan program pembangunan nasional dan regional diterjemahkan secara 
langsung ke tingkat komunitas tanpa fragmentasi kebijakan. Hal ini mempermudah 
akses terhadap sumber daya pembangunan serta memastikan konsistensi implementasi 
program di berbagai wilayah (Government of Malaysia, 2026). Dalam kerangka 
perencanaan pembangunan, koordinasi vertikal yang kuat berfungsi sebagai 
mekanisme stabilisasi kebijakan sekaligus sarana distribusi sumber daya secara merata. 

Sebaliknya, dalam sistem desa di Indonesia, tingkat otonomi yang relatif tinggi 
sering kali menghasilkan variasi kebijakan yang sangat beragam antar desa, yang di satu 
sisi mencerminkan fleksibilitas lokal, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan 
ketidaksinkronan antara kebijakan desa dan agenda pembangunan daerah. Dalam 
konteks ini, pembelajaran dari model koordinasi administratif Malaysia menunjukkan 
pentingnya membangun sistem integrasi kebijakan yang tidak mengurangi otonomi 
desa, tetapi memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas tingkat 
pemerintahan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa desentralisasi yang efektif 
tidak hanya membutuhkan distribusi kewenangan, tetapi juga mekanisme koordinasi 
yang menjaga koherensi kebijakan public (Falleti, 2010). 

Pembelajaran ketiga berkaitan dengan pengelolaan kewenangan fiskal dan 
akuntabilitas pemerintahan lokal. Sistem desa di Indonesia memiliki keunggulan 
signifikan dalam hal otonomi keuangan melalui mekanisme dana desa yang 
memberikan ruang besar bagi pemerintah desa untuk menentukan prioritas 
pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Otonomi fiskal ini menciptakan 
peluang besar bagi inovasi pembangunan lokal dan pemberdayaan komunitas. Namun, 
Pengabdian empiris menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan keuangan desa masih 
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menghadapi tantangan dalam hal transparansi, pengawasan, dan efektivitas 
penggunaan anggaran (Aprilia et al., 2026). Dalam situasi di mana kewenangan fiskal 
meningkat lebih cepat daripada kapasitas administrasi, risiko ketidakefisienan dan 
lemahnya akuntabilitas menjadi lebih besar. 

Dalam konteks tersebut, sistem administrasi kampung di Malaysia memberikan 
pembelajaran mengenai pentingnya pengendalian administratif dan pengawasan 
berjenjang dalam pengelolaan program pembangunan. Meskipun kewenangan fiskal 
lokal relatif terbatas, sistem koordinasi birokrasi yang kuat memungkinkan pengelolaan 
program pembangunan dilakukan dengan standar administrasi yang lebih seragam. 
Pengalaman ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal yang tinggi perlu diimbangi dengan 
sistem pengawasan kelembagaan yang kuat serta mekanisme pelaporan yang 
transparan. Dalam perspektif institusional, efektivitas pemerintahan lokal tidak hanya 
ditentukan oleh besarnya kewenangan, tetapi oleh kualitas aturan dan mekanisme 
pengawasan yang mengatur penggunaan kewenangan tersebut (Hall & Taylor, 1996). 

Selain tiga aspek utama tersebut, studi komparatif ini juga memperlihatkan bahwa 
desain kelembagaan pemerintahan lokal harus dipahami sebagai sistem yang saling 
terkait antara struktur organisasi, distribusi kewenangan, dan mekanisme koordinasi. 
Tidak ada satu elemen yang dapat berdiri sendiri tanpa memengaruhi elemen lainnya. 
Otonomi tanpa koordinasi dapat menghasilkan fragmentasi kebijakan, sementara 
koordinasi tanpa ruang partisipasi dapat mengurangi responsivitas pemerintahan 
terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran yang paling 
mendasar dari perbandingan ini adalah pentingnya keseimbangan antara 
pemberdayaan lokal dan integrasi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
komunitas. 

Dalam kerangka yang lebih luas, hasil studi ini menegaskan bahwa reformasi tata 
kelola pemerintahan desa tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, 
tetapi memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan mekanisme 
partisipasi yang operasional, serta sistem koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang 
efektif. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa inovasi kebijakan sering kali lahir 
dari proses pembelajaran lintas sistem, di mana praktik yang berhasil dalam satu 
konteks dapat menjadi referensi untuk memperbaiki praktik dalam konteks lain, 
dengan tetap mempertimbangkan perbedaan struktur sosial dan kerangka hukum 
masing-masing negara. 

Dengan demikian, pembelajaran utama dari perbandingan sistem desa Indonesia 
dan kampung Malaysia terletak pada tiga prinsip fundamental: penguatan partisipasi 
masyarakat yang terstruktur, integrasi koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan 
keseimbangan antara otonomi fiskal dengan akuntabilitas kelembagaan. Ketiga prinsip 
tersebut membentuk fondasi konseptual bagi pengembangan tata kelola pemerintahan 
desa yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika 
pembangunan lokal di masa depan. 
 
Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap struktur kelembagaan dan 
distribusi kewenangan pemerintahan desa di Indonesia serta sistem kampung di Negeri 
Perlis, Malaysia, rekomendasi yang dirumuskan tidak dimaksudkan sebagai upaya 
adopsi model kelembagaan secara langsung, melainkan sebagai proses pembelajaran 
kebijakan yang kontekstual. Rekomendasi ini berangkat dari temuan empiris mengenai 
keunggulan relatif masing-masing sistem, sekaligus mempertimbangkan kerangka 
regulasi nasional dan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa di Indonesia. Dengan 
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demikian, rekomendasi yang diajukan diarahkan pada penguatan tata kelola desa 
melalui peningkatan kapasitas institusional, integrasi koordinasi pemerintahan, serta 
penguatan akuntabilitas publik. 

Rekomendasi pertama berkaitan dengan penguatan kapasitas struktur organisasi 
pemerintahan desa, khususnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
lembaga representatif masyarakat. Meskipun secara normatif BPD memiliki fungsi 
legislasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, efektivitas 
pelaksanaan fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas teknis dan pemahaman 
kelembagaan para anggotanya. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan 
berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kemampuan perencanaan 
pembangunan partisipatif, pengawasan kebijakan, serta analisis penggunaan anggaran 
desa. Penguatan kapasitas ini dapat merujuk pada praktik koordinatif yang dijalankan 
melalui struktur Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) di 
Malaysia, yang menunjukkan bagaimana lembaga lokal dapat berfungsi sebagai forum 
deliberatif sekaligus penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
proses pembangunan komunitas (Febrian et al., 2025). Upaya penguatan struktur 
kelembagaan ini sejalan dengan prinsip pengakuan desa sebagai entitas pemerintahan 
yang memiliki fungsi representatif dan pengawasan dalam sistem pemerintahan lokal. 

Rekomendasi kedua berkaitan dengan penguatan mekanisme koordinasi antar 
tingkat pemerintahan tanpa mengurangi prinsip otonomi desa. Tingkat otonomi yang 
relatif tinggi dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia memberikan ruang besar 
bagi inovasi pembangunan lokal, namun juga berpotensi menimbulkan fragmentasi 
kebijakan apabila tidak disertai dengan mekanisme koordinasi yang efektif dengan 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang mampu 
mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa dengan kebijakan kabupaten dan 
provinsi secara lebih sistematis. Salah satu instrumen yang dapat dikembangkan adalah 
sistem informasi pemerintahan desa yang terintegrasi dengan sistem perencanaan 
daerah, sehingga aliran informasi, data pembangunan, dan distribusi sumber daya dapat 
diakses secara lebih efisien oleh seluruh tingkat pemerintahan (Kementerian Desa, 
2025).  Penguatan integrasi informasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas 
koordinasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kapasitas desa dalam mengakses 
program pembangunan lintas sektor yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun 
pemerintah pusat. 

Rekomendasi ketiga menekankan pentingnya penguatan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Otonomi fiskal yang dimiliki desa 
melalui mekanisme dana desa memberikan peluang besar bagi pembangunan berbasis 
kebutuhan lokal, tetapi sekaligus menuntut sistem pengawasan yang kuat untuk 
memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh 
karena itu, diperlukan pengembangan sistem pelaporan keuangan desa yang lebih 
terbuka, mudah diakses masyarakat, dan berbasis teknologi informasi. Transparansi 
tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik, tetapi juga sebagai 
instrumen peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. 
Pengabdian mengenai implementasi sistem keuangan desa menunjukkan bahwa 
keterbukaan informasi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan local 
(Nurmalinda & Firdaus, 2024).  Selain itu, evaluasi kinerja pemerintahan desa perlu 
dilakukan secara berkala melalui indikator yang terukur, sehingga akuntabilitas tidak 
hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis hasil pembangunan yang nyata. 

Rekomendasi keempat berkaitan dengan penguatan pembangunan kapasitas 
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melalui pertukaran pengalaman lintas sistem pemerintahan lokal. Studi komparatif 
menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang efektif sering kali berkembang melalui 
proses pembelajaran institusional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu 
dikembangkan program pertukaran pengalaman antara pemimpin desa di Indonesia 
dan ketua kampung di Malaysia sebagai sarana berbagi praktik terbaik dalam 
pengelolaan pemerintahan komunitas. Program pertukaran ini dapat mencakup diskusi 
kebijakan, pelatihan bersama, serta kunjungan lapangan untuk mempelajari secara 
langsung mekanisme partisipasi masyarakat, koordinasi pemerintahan, dan 
pengelolaan program pembangunan lokal. Pendekatan pembelajaran lintas sistem 
semacam ini sejalan dengan perspektif administrasi publik komparatif yang 
menekankan pentingnya transfer pengetahuan sebagai instrumen reformasi 
kelembagaan (Jreisat, 2012).  

Secara keseluruhan, rekomendasi yang diajukan bertujuan memperkuat tata 
kelola pemerintahan desa melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas 
kelembagaan, peningkatan koordinasi kebijakan, dan penguatan akuntabilitas publik. 
Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi bagi pengembangan 
sistem pemerintahan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 
sekaligus tetap terintegrasi dengan sistem pemerintahan nasional. Pendekatan ini 
diharapkan mampu mendorong transformasi tata kelola desa dari sekadar unit 
administratif menjadi institusi pemerintahan lokal yang adaptif, partisipatif, dan 
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN 

Studi komparatif terhadap struktur dan kewenangan pemerintahan desa di 
Indonesia dan sistem kampung di Negeri Perlis, Malaysia, menunjukkan bahwa tata 
kelola pemerintahan lokal dibentuk oleh konfigurasi kelembagaan yang berbeda secara 
konseptual maupun operasional. Perbedaan tersebut tidak semata-mata merupakan 
variasi administratif, melainkan mencerminkan pilihan kebijakan negara dalam 
mengatur relasi antara otonomi lokal dan integrasi pemerintahan. Dalam konteks 
Indonesia, desa diposisikan sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan 
regulatif, administratif, dan fiskal yang relatif luas, sehingga berfungsi sebagai aktor 
pembangunan lokal yang memiliki ruang diskresi dalam menentukan arah kebijakan 
komunitas. Sebaliknya, kampung di Malaysia beroperasi dalam kerangka administrasi 
pemerintahan lokal yang lebih terintegrasi secara vertikal, dengan fungsi utama sebagai 
pelaksana dan koordinator program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah dan nasional. 

Perbedaan desain kelembagaan tersebut menghasilkan karakter tata kelola yang 
berbeda. Struktur pemerintahan desa di Indonesia menunjukkan pembagian fungsi 
yang lebih kompleks dengan adanya unsur eksekutif dan representatif yang relatif 
terpisah, sementara struktur kampung di Malaysia lebih sederhana tetapi memiliki 
tingkat koordinasi administratif yang lebih kuat. Pada tingkat kewenangan, desa di 
Indonesia memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan 
pembentukan kebijakan lokal, sedangkan kampung di Malaysia memiliki kewenangan 
yang lebih terbatas namun berada dalam sistem distribusi sumber daya pembangunan 
yang lebih terintegrasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan 
lokal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan formal, tetapi juga oleh 
kualitas koordinasi kelembagaan dan sistem pengawasan administratif yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan (Parliament of Malaysia, 1976). 

Temuan Pengabdian juga menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kesamaan 
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mendasar dalam fungsi pelayanan masyarakat, terutama dalam pengelolaan urusan 
komunitas berskala lokal, seperti pemeliharaan lingkungan, dukungan terhadap 
kegiatan sosial, dan fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar. Kesamaan fungsi ini 
menegaskan bahwa pemerintahan lokal pada dasarnya merupakan institusi pelayanan 
publik yang beroperasi pada tingkat paling dekat dengan masyarakat, terlepas dari 
perbedaan desain kelembagaan dan distribusi kewenangan yang mengaturnya (Heady, 
2001). Dengan demikian, perbedaan antara desa dan kampung tidak terletak pada 
tujuan dasar penyelenggaraan pemerintahan lokal, tetapi pada mekanisme institusional 
yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dari perspektif pembelajaran kebijakan, studi ini menegaskan pentingnya 
keseimbangan antara pemberdayaan lokal dan integrasi administratif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan komunitas. Otonomi kelembagaan yang tinggi 
memberikan ruang bagi inovasi dan responsivitas kebijakan, tetapi memerlukan 
kapasitas administrasi dan sistem akuntabilitas yang kuat. Sebaliknya, koordinasi 
administratif yang terintegrasi mampu meningkatkan stabilitas kebijakan dan efisiensi 
distribusi sumber daya, tetapi dapat membatasi fleksibilitas adaptasi lokal. Oleh karena 
itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia perlu diarahkan pada 
pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih operasional, koordinasi lintas tingkat 
pemerintahan yang lebih efektif, serta sistem pengawasan keuangan yang lebih 
transparan dan akuntabel (Rondinelli, 1981). 

Secara konseptual, hasil studi ini memperkuat pandangan bahwa desain 
institusional pemerintahan lokal merupakan faktor determinan dalam membentuk 
kualitas tata kelola dan efektivitas pembangunan komunitas. Struktur organisasi, 
distribusi kewenangan, dan mekanisme koordinasi tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain, melainkan membentuk sistem kelembagaan yang secara kolektif menentukan 
kinerja pemerintahan lokal. Perbandingan antara desa di Indonesia dan kampung di 
Malaysia menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal yang dapat diterapkan secara 
universal, melainkan terdapat berbagai konfigurasi kelembagaan yang dapat 
menghasilkan kinerja pemerintahan yang efektif sesuai dengan konteks sosial dan 
politik masing-masing Negara (Hall & Taylor, 1996). 

Dengan demikian, kontribusi utama studi ini terletak pada dua aspek. Secara 
akademik, Pengabdian ini memperkaya kajian komparatif pemerintahan lokal dengan 
menunjukkan bagaimana variasi desain institusional menghasilkan pola tata kelola 
yang berbeda dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, Pengabdian ini 
memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan penguatan pemerintahan desa di 
Indonesia melalui pembelajaran selektif dari praktik koordinasi dan partisipasi yang 
berkembang dalam sistem kampung di Malaysia. Melalui pendekatan komparatif, 
reformasi tata kelola desa dapat diarahkan tidak hanya pada perluasan kewenangan, 
tetapi juga pada peningkatan kualitas kelembagaan yang menopang pelaksanaan 
kewenangan tersebut. 

Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa pemerintahan lokal yang efektif 
bukan semata ditentukan oleh besarnya otonomi atau tingkat sentralisasi, melainkan 
oleh kemampuan sistem kelembagaan dalam menyeimbangkan keduanya secara 
adaptif. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas yang semakin kompleks, 
kapasitas untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat, koordinasi pemerintahan, 
dan akuntabilitas kelembagaan menjadi prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola 
pemerintahan lokal yang berkelanjutan. 
 
 



ABDIMAS AWANG LONG   ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) 
Hal: 221-237  Vol. 9 No. 2, Juni 2026 

 
Pemberdayaan Perangkat Desa… Permana, dkk 236 

REFERENSI 
Ab Rahman, S. A., Che Zuki, F. N., Abdullah, A., Ibrahim, I., Asmawi, M. Z., & Razak, R. A. 

(2025). Navigating progress and preservation: Village leaders’ perspective on 
sustainability challenges among indigenous communities of Selangor, Malaysia. 
Journal of Umm Al-Qura University for Engineering and Architecture, 16, 869–878. 
https://doi.org/10.1007/s43995-025-00190-5 

Aprilia, M., Riska, S. Y., Siregar, N. L., Ginting, P. T., & Rizkina, M. (2026). Analisis 
implementasi asas good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
di Indonesia. Global Research and Innovation Journal, 2(1), 280–285. 
https://journaledutech.com/index.php/great 

Bevir, M. (2011). The SAGE handbook of governance. Sage Publications. 
Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (1983). Decentralization and development: 

Policy implementation in developing countries. Sage Publications. 
Fadilah, L. N., & Wijayanto. (2025). Towards good governance in Indonesia: 

Implementation of good governance at the village level. Journal of Governance and 
Social Policy, 6(1), 147–163. https://doi.org/10.24815/gaspol.v6i1.45936 

Falleti, T. G. (2010). Decentralization and subnational politics in Latin America. 
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511777805 

Febrian, R. A., Nazir, Y., Azinuddin, M., Setiawan, P. R., & Fijar, H. (2025). PKM strategi 
kemitraan untuk pembangunan kampung berbasis collaborative governance di 
Kampung Wisata Lambo Sari Malaysia. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 6(2), 411–
422. https://doi.org/10.33394/jpu.v6i2.15110 

Government of Malaysia. (2026). Thirteenth Malaysia Plan 2026–2030. 
https://www.investmalaysia.gov.my/media/m3eamxey/thirteenth-malaysia-
plan-2026-2030.pdf 

Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. 
Political Studies, 44(5), 936–957. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9248.1996.tb00343.x 

Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective (6th ed.). Marcel 
Dekker. 

Jreisat, J. E. (2012). Globalism and comparative public administration. CRC Press. 
https://doi.org/10.1201/b13071 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem 
Informasi Desa. https://jdih.kemendesa.go.id/public/documents/d09de79c-b8fb-
4951-b26d-
ceb2bcec9f10Peraturan_Menteri_Desa_dan_Pembangunan_Daerah_Tertinggal_No
mor_13_Tahun_2025.pdf 

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808677 

Nurmalinda, M., & Firdaus, M. R. (2024). Open government melalui Sistem Keuangan 
Desa (SISKEUDES) pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten 
Tabalong. JAPB Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, 7(2), 1800–1815. 
http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB 

Parliament of Malaysia. (1976). Local Government Act 1976 (Act 171). 
https://www.ppj.gov.my/storage/7423/171---LOCAL-GOVERNMENT-ACT-
1976.pdf 



ABDIMAS AWANG LONG   ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) 
Hal: 221-237  Vol. 9 No. 2, Juni 2026 

 
Pemberdayaan Perangkat Desa… Permana, dkk 237 

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 
https://pamongdesa.kemendagri.go.id/storage/regulationFile/17194500211.pdf 

Pratiwi, S. W., Wilujeng, F. A., & Wicitra, J. S. (2025). Implementasi good governance 
dalam pelayanan publik di kantor desa penataran. Konstitusi Jurnal Hukum, 
Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2(4), 132–143. 
https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1183 

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: 

Theory and practice in developing countries. The World Bank. 
https://doi.org/10.1596/0-8213-0138-4 

Samsudin, N. A., Misnan, S. H., Astuti, W., Mokhtar, S. N., & Rashid, M. F. (2020). An 
adaptation of the Malay kampongs or villages concept on modern housing 
schemes development in Malaysia. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 447, 012026. https://doi.org/10.1088/1755-
1315/447/1/012026 

Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. International Social Science 
Journal, 50(155), 17–28. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106 

Wirawan, A., Raharjo, T., Ubed, R. S., & Yudanto, A. A. (2023). Legal construct of village-
owned springs management as a village government asset. Planning Malaysia 
Journal of the Malaysian Institute of Planners, 21(3), 320–333. 

 
 
 


